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BUPATI TEGAL
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun
Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42),



6  Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2021
tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah 1n1 yang dimaksud dengan
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Daerah adalah Kabupaten Tegal

Pemeritah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom

Bupati adalah Bupati Tegal

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda
Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan
Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik
fistk maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang
bersumber dar1 pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada
Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan
mengurang! ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah

Dana Alokas1 Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang
bersumber dar1 pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang
bersumber dar1 pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang
merupakan Urusan Pemerintahan yang menjad: kewenangan Daerah
Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagair pengurang nilai kekayaan bersith dalam periode tahun anggaran
berkenaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diternma kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya
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Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dar
pithak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar
kembal1

Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah
pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum
daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan
Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh
bunga dan pengembalian pokok pinjaman

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu)
periode anggaran

Pasal 2

Perubahan APBD tahun anggaran 2021, untuk anggaran pendapatan semula
sebesar Rp2 771 456 723 000,00 (dua triliun tujuh ratus tujuh puluh satu
mihar empat ratus ima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
berkurang sebesar Rp20 665 513 000,00 (dua puluh miliar enam ratus enam
puluh Ima juta hma ratus tiga belas rbu rupiah) sehingga menjadi
Rp2 750 790 210 000,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh mihar tujuh ratus
Sembilan puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai
berikut

1

Pendapatan daerah

a semula
b berkurang
jumlah pendapatan daerah setelah
perubahan
belanja daerah
a semula
b bertambah
jumlah belanja
perubahan
Pembiayaan daerah
a Penerimaan pembiayaan

1) semula

2) bertambah
jumlah penerimaan pembiayaan setelah
perubahan
b Pengeluaraan pembiayaan

daerah setelah

1) semula

2) bertambah /berkurang
jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan
jumlah pembiayaan neto setelah

perubahan

sisa lebith pembiayaan anggaran setelah
perubahan

Rp2 771 456 723 000,00
Rp20 665 513 000,00
Rp2 750 790 210 000,00

Rp2 894 606 723 000,00
Rp67 279 584 000,00
Rp2 961 886 307 000,00

Rp130 150 000000,00
Rp87 946 097 000,00
Rp218 096 097 000,00

Rp7 000 000 000,00
Rp0,00

Rp7 000 000 000,00
Rp211 096 097 000,00

Rp0,00



Pasal 3

Uraian penjabaran perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dar1 Peraturan Bupati Tegal in1 terdir1 dari

a Lampiranl Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang
Diklasifikas1 Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian
Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,

b Lampiran [I Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,

¢ Lampiran III Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Hibah,

d LampiranIV  Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial,

e Lampiran V Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keungan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus,

f Lampiran VI Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan,

g Lampiran VII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan ,

h  Lampiran VIII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan,

) Lampiran IX Sinkronisasi Kebyakan Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota Pada Daerah Perbatasan Dalam
Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran
APBD Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara,

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD, dituangkan lebih lanjut dalam
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan



Pasal 5
Peraturan Bupati in1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati in1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal

Ditetapkan di1 Slawn, b
pada tanggal 28 Okwber 2011
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Diundangkan di Slaw1
pada tanggal

KA}BUPATEN TEGAL,

4

/ ‘S“:‘__/ ! ;1'
Ly f / f



